
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah 

Kabupaten Batang Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 

2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Batang Tahun Anggaran 2021; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
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Batas Wilayah Kotamadva Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3381); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Negara Lembaran Nomor 245, Tambahan 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tenrang Pe rubahan 

Pengelolaan dan Tanggung .Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tuh un 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4082); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Perat uran 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kcduduknn Prorokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 4 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 icritang 

Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lernb.uan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Re publik Indonesia 

Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Dae rah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perigelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelavanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lernbaran :\egara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Ke pala Dae rah Ke pada 

Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah, I nforrnasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pernbagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Perner intahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kora (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakvai Daerah 

Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5104); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 201-l tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pirnpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagairnana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Me nteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 te ntang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menreri Dalarn 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pernbcrian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Dae rah Sena 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioual; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 
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Pasal3 

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a direncanakan sebesar Rp Rp 268.423.944.369,00 [dua ratus e nam 

puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat 

puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas: 

a. Pajak daerah; 

Pasal 2 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 

Rp l.786.031.075.369,00 (satu trilyun tujuh ratus delapan puluh enam milyar tiga 

puluh satu juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) 

yang bersumber dari: 

a. Pendapatan asli daerah; 

b. Pendapatan transfer; 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pasal 1 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah. dan pembiayaan 

daerah. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABAR-\N PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DA0l BEL-\NJA DAERAH 1..:..-\BUP:-\TEN 

BATANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

Menetapkan 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Keweriangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lern baran Dae rah 

Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 201 7 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran 

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Ba tang Nomor .. . Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Kabupate n 

Batang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Dae rah Kabupaten 

Batang Tahun 2020 Nomor ... ). 



Pasal 5 

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf c direncanakan sebesar Rp 75.436.460.000 (tujuh puluh lima milyar 

em pat ratus tiga puluh enam juta em pat ratus enam puluh ribu rupiah), yang 

merupakan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

Pasal 4 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf b 

direncanakan sebesar Rp l .442.170.671.000,00 (satu trilyun empat ratus 

empat puluh dua milyar seratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh satu 

ribu rupiah), , yang terdiri atas: 

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. Pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp l.312.316.928.000,00 (satu trilyun tiga ratus 

dua belas milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh delapan 

ribu rupiah) 

(3) Pendapatan transfer an tar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp 129.853.743.000,00 (seratus dua puluh 

sembilan milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ernpat puluh 

tiga ribu rupiah) 

b. Retribusi daerah; 

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp 94.819.816.825,00 (sembilan puluh empat milyar delapan ratus 

sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh 

lima rupiah) 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp 22.104.879.600,00 (dua puluh dua milyar seratus ernpat juta 

delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). 

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 151.499.247.944,00 (seratus lima 

puluh satu milyar empat ratus sernbilan puluh sernbilan juta dua ratus ernpat 

puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). 
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Pasal 7 
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 

direncanakan sebesar Rp 1.330.076. 770.180,00 ( satu trilyun tiga ratus tiga 

puluh milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus 

delapan puluh rupiah)yang terdiri atas: 

a. Belanja pegawai; 

b. Belanja barang dan jasa; 

c. Belanja hibah; dan 

d. Belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dire ncanakan 

sebesar Rp 776. 744.074. 719,00 (tujuh ratus tujuh puluh e narn milyar tujuh 

ratus empat puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan 

belas rupiah) 
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 430.613.808.342,00 (empat rat us tiga p ul u h milyar 

enam ratus tiga belas juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus e mpat puluh 

dua rupiah). 
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp 95.835.852,380,00 {sembilan puluh lima milyar delapan ratus tiga 

puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh 

rupiah). 

Pasal 6 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2 0 2 1 direncanakan sebesar 

1.871.771.478.081,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh puluh satu rnilyar tujuh 

ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh 

satu rupiah) yang terdiri atas: 

a. Belanja operasional; 

b. Belanja modal; 

c. Belanja tidak terduga; dan 

d. Belanja transfer. 

75.436.460.000 (tujuh puluh lima milyar empat ratus tiga puluh enam juta ernpat 

ratus enam puluh ribu rupiah). 

peraturan perundang­ 

dire ncanakan se be sar 

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

(2) 

• 
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Pasal 9 

(1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 

huruf c direncanakan sebesar Rp 6.462.400.000,00 (enam milyar empat ratus 

enam puluh dua juta em pat ratus ribu rupiah) 

a. Belanja modal peralatan dan mesin. 

b. Belanja modal bangunan dan gedung. 

c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi: 

d. Belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp 45.537 .003.650,00 (empat puluh lima milyar 

lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) 

(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat l l) 
huruf b direncanakan sebesar Rp 91.866.109 .871,00 (sembilan puluh satu 

milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus sembilan ribu de lapan 

ratus tujuh puluh satu rupiah). 

(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 65.443.949.030,00 (enam puluh lima 

milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh 

sembilan ribu tiga puluh rupiah). 

(5) Belanja modal modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat l l) 
huruf d direncanakan sebesar Rp 1.298.948.000,00 (satu milyar dua ratus 

sembilan puluh delapan juta sembilan ratus em pat puluh delapan ribu rupiah). 

Pasa18 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 

direncanakan sebesar Rp 204.146.010.551,00 (dua ratus empat milyar seratus 

empat puluh enam juta sepuluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang 

terdiri atas: 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d 

direncanakan sebesar 26.883.034.739,00 (dua puluh enam milyar delapan 

ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh 

sembilan rupiah). 
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(1) Anggaran penerimaan pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 

huruf a direncanakan sebesar Rp 125.740.402.712,00 (seratus dua puluh lima 

milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas 

rupiah), yang terdiri atas: 
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelurnnya; 

b. Penerimaan pinjaman daerah; 

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelurnnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebe sar Rp 

90.740.402.712,00 (sernbilan puluh milyar tujuh ratus empat puluh juta 

em pat ratus dua ribu tujuh ratus dua be las rupiah). 

Pasal 12 

Anggaran pernbiayaan daerah tahun anggaran 2021 dire ncanakan se besar 

85.740.402.712,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta empat 

ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan; dan 

b. Pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 11 

Pasal 10 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d 

direncanakan sebesar Rp 331.086.297 .350,00 (tiga ratus tiga puluh satu milyar 

delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima 
puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a. Belanja bagi hasil; dan 

b. Belanja bantuan keuangan 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp 8.799.372.150,00 (delapan milyar tujuh ratus sernbilan puluh 

sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 322.286.925.200,00 (tiga rarus dua puluh dua 

milyar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu 

dua ratus rupiah). 
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Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah , 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub l'-egiatan.Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,Belanja, dan 

Pernbiayaan; 

2. Lam piran II 

Pasal 15 

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah se bagaimana 

dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Meriurut 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 85.740.402.712,00 

(delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus dua ribu 

tujuh ratus dua belas rupiah) 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pernbiavaan 

terhadap pengeluaran pernbiayaan direncanakan sebesar Rp 

85.740.402.712,00 (delapan puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh juta 

empat ratus dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah) 

Pasal 14 

Pasal 13 

(1) Anggaran pengeluaran pernbiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh milvar). 

yang terdiri atas: 

a. Penyertaan modal daerah; 

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima rnilyar rupiah). 

(3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo scbagairuana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 

(tiga puluh lima milyar rupiah). 

(3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat t lJ huruf b 

direncanakan sebesar Rp 35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah). 

• (!] .... 
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Pasal 17 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 merupakan bagian vang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 

APBD dengan Program Prioritas Perbata san Penjabaran 

Negara. 

UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek. dan 

Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 

Sinkronisasi Kebijakan Pernerintah Provinsr/ Kabupaten ,' Kota 

pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda 

tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang 

Me nurur Tambahan Dana l nfrastuktur Rincian 

10. Lampiran X 

9. Lampiran IX 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minvak Bumi Dan 

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minvak dan 

Gas Bumi? Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan. Belanja 

dan Pernbiayaan; 

Urusan Menu rut Khusus Otonomi Dana Rincian 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

belanja bagi hasil; 

Daftar Nama Penerima, Alamat Perierirna, dan Besaran Hibah 

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial 

7. Lam pi ran VII 

6. Lam pi ran VI 

5. Lampiran V 

3. Lampiran III 

4. Lampiran IV 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR ~J 
LANI DWI REJEKI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal ~ 9es~m1octc 20:Jc> 

WIHAJI 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal ?c pesen,1ber -:J.O zo 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

HKM
Typewritten text
ttd

HKM
Typewritten text
ttd

HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BAMBANG SURYANTORO S, SH.,M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19671008 199203 1 014



BUPATI BATANG, 

Kode Uraian Jumlah 

6.2.03.03.01.0001 Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- 35.000.000.000 
Jangka Pendek 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 40.000.000.000 

Pembiayaan Netto 85.740.402.712 

KABUPATEN BATANG 
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 

HKM
Typewritten text
WIHAJI

HKM
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ttd



BUPATI BATANG, 

Kode Rekening Uralan Jumlah (Rp) Penjelasan Keterangan 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 s 1 02 Belanja Barang dan 3.490.000 Jasa 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 5 1 02 03 Belanja 3.490.000 Pemeliharaan 
Belanja 

8 01 8.01.0.00.0.00.01.00 01 2.09 11 5 1 02 03 02 Pemeliharaan 3.490.000 Peralatan dan 
Mesin 

Jumlah Belanja 17 .685.021.250 
Total Surplus/(Defislt) (17.685.021.250) 

0 00 s.01.0.00.0.00.01.00 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 
Jumlah Penerlmaan Pengeluaran 0 

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Urusan Pemerintahan 
Organisasi 

KABUPATEN BATANG 
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

HKM
Typewritten text
ttd

HKM
Typewritten text
WIHAJI



BUPATI BATANG, 

No Nama Penerima Alamat Penerima Bentuk Jumlah (Rp) 

1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN 

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 

Belanja barang 
dan/atau jasa 
yang diserahkan 
ke masyarakat 

[#] Pelatihan Poskestren [?] Spesifikasi : 14.160.000 
Belanja barang 
dan/atau jasa 
yang diserahkan 
ke masyarakat 

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 14.160.000 

Jumlah Hibah Pada SKPD 14.160.000 

7.01.0.00.0.00.09.00 KECAMATAN TERSONO 

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

Belanja barang 
dan/atau jasa 
yang diserahkan 

[#] Sosialisasi dan Stimulan ke masyarakat 

ODF (Open Defection Free) [?] Spesifikasi : 10.000.000 
Belanja barang 
dan/atau jasa 
yang diserahkan 
ke masyarakat 

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 10.000.000 

Jumlah Hibah Pada SKPD 20.000.000 

Jumlah Total 24.160.000 

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN 
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH 

2) BARANG 
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BUPATI BATANG, 

No Nama Penerima Alamat Penerima Bentuk Jumlah (Rp) 

Belanja Barang 
yang diserahkan 

(#) Bantuan Pembelian kepada lembaga 
Sarana Prasarana Tratak, non 
Meja, Kursi dan [?] pemerintahan 4.500.000 Perlengkapan RT 6/RW 1 yang 
Kelurahan Kasepuhan Kee. direncanakan 
Batang Spesifikasi : 

Sarana dan 
Prasarana RT/RW 

Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan 22.500.000 

Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD 67.500.000 

7.01.0.00.0.00.13.00 KECAMATAN BANYUPUTIH 

7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

(#) Sosialisasi dan Stimulan [?] [?] 10.000.000 
ODF (Open Defection Free) Spesifikasi : [?] 

Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan 10.000.000 

Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD 20.000.000 

Jumlah Total 6.976.934. 739 

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN 
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL 

2) BARANG 

HKM
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WIHAJI 

BUPATI BATANG, 

No Nama Penerima Alamat Penerima Jumlah (Rp) 

2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 

2.13.04.2.01.17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 
oleh Desa 

[#] REWARD PBB P2 [?] 1.497.801.000 

[#] REWARD PILKADES 2019 NO 
[?] 3.400.000.000 MONEY POLITIC 

[#] SARANA PRASARANA DESA [?] 21.989.500.000 

Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan 26.887 .301.000 

2.13.05.2.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 

[#] TMMD Sengkuyung dan 
[?] 1.725.000.000 

Reguler 

Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan 1. 725.000.000 

Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD 28.612.301.000 

Jumlah Total 293.674.624.200 

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBER! BANTUAN 

KEUANGAN 

2) KHUSUS 
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• Halaman 5 

• 

WIHAJI 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 

ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA 
TAHUN ANGGARAN 2021 

NO. NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH 

1 PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BATANG 239 DESA SE KABUPATEN BATANG Rp 8.799.372.150 

LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI BATANG 
N08JTAHUN 2020 
TENtANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021 
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II Halaman 5 i 
[!] 

BUPATI BATANG 

NO. KODE REKENING URAIAN JUMLAH LO KASI 

- - - - - 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS 

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, 
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NO'lf AHUN 2020 
TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 202: 
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• Halaman 

• 

WIHAJI 

NO. KODE URAIAN JUMLAH LO KASI 
REKENING 

1 2.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Rp 59.999.900 Kabupaten Batang 

2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Rp 6.578.100 Kabupaten Batang 

Ro 66.578.000 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS 

BUMI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN 
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NO 57 TAHUN 2020 
TENT ANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPAT 
BATANG TAHUN ANGGARAN 2021 
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• Halaman 6 . i 
. J!] 

BUPATI BATANG 

NO. KODE REKENING URAIAN JUMLAH LO KASI 

- - - - - 

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 
DANATAMBAHANINFRASTUKTUR 

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, 
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI BATANG 
N08JTAHUN 2020 
TENtANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA 
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021 
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• Halaman ~ • • ii 
.. J!l 

WIHAJI 

BUPATI BATANG 

KABUPATEN BATANG 
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG 

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG 
PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA 

TAHUN 2021 
URAIAN Alokasl Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 

NO Program Prlorltas Perbatasan BELANJA OPERASI BELANJA MODAL BELANJA TRANSFER JUMLAH 
Negara Belanja Operasl Belanja Modal Belanja Transfer 

Ura Ian Lokasl Ura Ian Lokasl Ura Ian Lokasl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- - - - - - - - - - - - 

z 

LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI BATANG 
NO IJTAHUN 2020 
TENT ANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2021 
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